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Peningkatan kinerja organisasi   pemerintah   dalam era otonomi daerah   
sangat dibutuhkan  agar pemerintah daerah mampu melaksanakan pembangunan 
sesuai rencana strategis daerahnya. Efektivitas organisasi menjadi relevan untuk  
dikaji  khususnya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) 
sebagai institusi yang bertanggung jawab  melaksanakan pemungutan pajak dan 
restribusi daerah. Penelitian ini bertujuan (a) mendapatkan gambaran umum  
tentang organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset  Kabupaten 
Bangka Barat dan (b) menganalisis efektivitas tupoksi organisasi Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat ditinjau 
dari aspek produktifitas, struktur organisasi, kerjasama dengan inistansi lain, 
kemampuan pegawai, perencanaan program kerja dan kepuasan kerja.   
Penelitian  ini merupakan penelitian deskriptif dengan  pendekatan  
kualitatif dilaksanakan pada bulan Maret - Agustus tahun 2010. Data dan 
informasi diperoleh  melalui wawancara terhadap nara sumber yang terdiri dari 
Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kasi dan Staf.  Selain itu, pengamatan dan studi 
dokumentasi  juga dilakukan di lingkungan kantor Dinas PPKA Bangka Barat, 
BPS Daerah, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar, Bappeda Kabupaten Bangka 
Barat dan Bagian Penanaman Modal Sekretariat Daerah.  
Efektivitas organisasi diukur berdasarkan struktur organisasi Hasil 
analisis mengungkapkan  bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi belum 
optimal yang ditunjukkan dari temuan-temuan berikut :  belum optimalnya tingkat 
produktivitas realisasi pajak dan kontribusi PAD ( 5,26%), rendahnya tingkat 
kepuasan kerja  di  lingkungan internal,  buruknya   struktur   organisasi yang 
diukur berdasarkan indicator pendidikan dan penempatan pegawai, belum 
optimalnya  kerjasama antar-instansi serta   rendahnya kemampuan administrative    
akibat  kurangnya tenaga  pendidikan fungsional. Selain itu,   walaupun    program 
kerja sudah dilaksanakan tetapi belum terjadi perbaikan dalam pelayanan terhadap 
wajib pajak daerah. Demikian pula,  rendahnya tingkat kepuasan kerja para 
pegawai akibat system pemberian  insentif yang tidak memadai.  
Agar dihasilkan kontribusi PAD yang optimal, disarankan kepada para 
petinggi PPKA Bangka Barat tidak hanya melakukan intensifikasi dan 
ekstesifikasi pajak secara proporsional, tetapi juga melakukan perbaikan  di 
bidang peningkatan sumber daya manusia (peningkatan kemampuan aparatur 




Kata-kata kunci:  efektivitas organisasi, struktur organisasi, Kabupaten Bangka 
Barat,  PAD 
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Improving  the performance of government  bureaucracy within the era 
of  regional  autonomy    is needed so that local governments can  carry out  the    
development  in accordance with its  regional strategic plan. Organizational 
effectivity  is  relevant to be  evaluated in particular the Office of Earnings,     
Finance and Asset Management   (EFAM)  as the institution responsible for 
implementing levying local tax  and retribution in the region. This study aims to 
(a) obtain an overview of the organization's Department of Revenue Finance and 
Asset Management West Bangka Regency and (b) analyze the effectiveness of the 
organization of its tasks and functions Revenue Department of Finance and Asset 
Management West Bangka Regency viewed from the aspect of productivity, 
organizational structure, cooperation with other inistansi, capabilities of staff, 
planning work program and job satisfaction. 
This study is a descriptive qualitative approach was conducted  during 
March – August in  2010. Data and information obtained through interviews with 
resource persons   the Head of EFAM Office,    Head of   division, head and staff. 
Observation and documentation study was also conducted at   EFAM   West 
Bangka Regency office, BPS Regional Office, market Technical Implementation 
Unit (UPT), Bappeda West Bangka Regency and Investment Section Regional 
Secretariat. 
.  
Results   showed  that the performance of tasks  and functions of the 
organization is not optimal yet as shown from the following findings: low level of 
productivity and contribution tax realization of PAD   (5.26%), low levels of job 
satisfaction in the internal environment, poor organizational structure as measured 
by  level of  education and staffing indicators, ineffective inter-agency 
cooperation and low administrative capacity due to lack of functional education. 
In addition, although the work program was implemented but the service to local 
taxpayers is not yet improved. Similarly, low levels of job satisfaction of 
employees due to the system of incentives that are not adequate.  
In order to produce the optimal contribution of PAD, it is advisable  for 
the high rank officials  not only   intensifying anf extensifying tax proportionally,  
but also to encourage    human resources development programme,  increasing   
the performance of   local government apparatus,  restructuring the  organization, 
and   and  raising   incentives. 
 
 
Key words :  organizational effectiveness, organizational structure, West Bangka 
Regency, PAD  
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A. Kajian Teoritik 
1. Pengertian Organisasi 
Organisasi yang didirikan pada dasarnya ingin mencapai tujuan dan 
sasaran yang telah disepakati bersama dengan lebih efisien dan efektif dengan 
tindakan yang dilakukan bersama-sama dengan penuh rasa tanggung jawab. Hal 
ini dapat dilakukan apabila para manjer dan anggotanya mengerti dan memahami 
dengan benar tentang organisasi. Karena, organisasi tersebut dapat dipandang 
sebagai wadah, sebagai proses, sebagai perilaku dan sebagai alat untuk mencapai 
tujuan organisasi. Namun, pendefinisian organisasi yang banyak dilakukan oleh 
para ahli sekurang-kurangnya mempunyai unsur-unsur adanya manusia atau 
orang-orang yang bekerjasama, adanya kerjasama itu sendiri, dan adanya tujuan 
organisasi yang telah disepakati. 
Dessler (1985:116) mengemukakan pendapatnya tentang organisasi 
sebagai berikut: 
“Organisasi dapat diartikan sebagai pengaturan sumber daya dalam suatu 
kegiatan kerja, dimana tiap-tiap kegiatan tersebut telah disusun secara 
sistematika untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pada organisasi 
tersebut masing-masing personal yang terlibat didalamnya diberi tugas, 
wewenang dan tanggung jawab yang dikoordinasi untuk mencapai tujuan 
organisasi. Dimana tujuan organisasi tersebut dirumuskan secara 
musyawarah sebagai tujuan bersama yang diwujudkan secara bersama-
sama.” 
 
Sedangkan Dimock (1960:129) mendefinisikan organisasi sebagai 
berikut : 
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Organization is the systematic bringing together of interdependent part 
to form a inidied whole through which authority, coordination and 
control may be exerciseto achive a given purpose.” (Organisasi adalah 
perpaduan secara sistematika daripada bagian-bagian yang saling 
ketergantungan berkaitan untuk membentuk suatu kesatuan yang bulat 
melalui kewenangan koordinasi dan pengawasan dalam usaha mencapai 
tujuan yang telah ditentukan). 
 
Sementara itu Raymond E. Miles (1975:9) memberi batasan mengenai 
organisasi sebagai berikut: 
“....... an organization is nothing more than a collection of people groups 
togethers arround a technology which is operated to transform inputs 
from its environment into marketable goods or services.” 
(.........organisasi tidak lebih daripada sekelompok orang yang berkumpul 
bersama di sekitar suatu teknologi yang dipergunakan untuk mengubah 




Definisi organisasi dari beberapa pandangan ahli organisasi tersebut 
diatas maka selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan dalam mendefinisikan 
organisasi secara sederhana sebagai berikut Organisasi adalah merupakan suatu 
bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan bersama-sama secara efisien dan efektif 
melalui kegiatan yang telah ditentukan secara sistematis dan didalamnya ada 
pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam mencapai 
tujuan organisasi tersebut. 
Organisasi itu sangatlah penting dalam kehidupan kita dan meresap 
dalam kehidupan masyarakat, karena dalam kenyataannya sebagian besar orang 
hidup dalam organisasi dan menghabiskan waktu hidup mereka sebagai anggota 
organisasi (sosial, pekerjaan, sekolah dan sebagainya). Memang kadangkala kita 
melihat organisasi itu dapat dijalankan dengan lancar, efisien dan cepat serta 
tanggap terhadap kebutuhan manusia dan kadangkala juga dapat menjengkelkan 
atau membingungkan kita. Namun organsasi itu setidak-tidaknya dapat mencapai 
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tujuannya secara efisien dan efektif jika kemampuan technical skill dan manajerial 
skill dapat diterapkan dengan baik menjadi satu kesatuan yang solid yakni 
kerjasama yang baik untuk mencapai tujuan organisasi. 
Organisasi dapat dilihat atau ditinjau dari beberapa sudut pandangan, 
antara lain: 
a. Organsiasi Sebagai Wadah 
Organisasi adalah merupakan suatu wahana kegiatan yang mencerminkan 
bahwa organisasi merupakan tempat beraktivitas saja yakni kegiatan administrasi 
dan manajemen. Dalam wadah kegiatan itu setiap orang harus jelas tugas, 
wewenang dan tanggung jawabnya, serta hubungan dan tata kerjanya. Pengertian 
demikian ini merupakan organisasi yang besifat “statis” karena hanya melihat 
strukturnya saja. Dikatakan oleh Soewarno Handayaningrat (1980:42) 
memberikan penjelasan sebagai wadah yang sifatnya statis, karena setiap orang 
dalam wadah itu harus jelas tugas, wewenang dan tanggung jawabnya serta 
hubungan dan tata kerjanya. 
Oleh karena itu dalam organisasi yang dipandang sebagai wadah aktivitas 
maka pola struktur harus atas dasar landasan yang kuat serta pemikiran yang 
benar-benar berorientasi pada masa depan. Hal ini sangat perlu dilakukan untuk 
mengantisipasi terjadi adanya perubahan dimasa datang misalnya perubahan 
tujuan, perubahan aktivitas yang menuntut adanya perubahan yang mendasar dan 
strukturnya tidak harus berubah. 
b. Organisasi Sebagai suatu Proses Pembagian Kerja 
Organisasi sebagai suatu proses pembagian kerja melihat bahwa adanya 
unsur-unsur yang saling berhubungan, yakni sekelompok orang atau individu, 
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adanya kerjasama dan adanya tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Interaksi 
dalam organisasi akan terjadi antara individu dengan individu, individu dengan 
kelompok dan kelompok dengan kelompok. Hubungan-hubungan ini terjadi 
karena adanya pembagian kerja yang telah jelas dalam suatu sistem. Kerjasama 
dalam suatu sistem yang teratur ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu 
yang telah disepakati bersama. 
Pengelompokan orang-orang dalam suatu pekerjaan yang dilakukan akan 
memungkinkan terjadinya hubungan kerjasama yang formal sesuai dengan apa 
yang telah ditetapkan disamping itu dapat pula terjadi hubungan yang sifatnya 
informal antara individu dengan individu maupun individu dengan kelompok 
kerja yang lain, hal ini dapat terjadi karena adanya kepentingan-kepentingan 
pribadi masing-masing individu dalam suatu organisasi. 
c. Organisasi sebagai Suatu Alat dalam Mencapai Tujuan 
Manusia mendirikan suatu organisasi karena adanya beberapa tujuan dari 
individu dan hanya akan tercapai lewat tindakan yang harus dilakukan dengan 
adanya kesepakatan-kesepakatan atau adanya persetujuan bersama. Untuk 
melaksanakan kesepakatan tersebut maka dengan cara kerjasama akan dapat 
meringankan, mengefektifkan, mengefisiensikan dan mengoptimalkan pencapaian 
tujuan yang hendak dicapai bersama. 
Gibson, et. al (1993:3) dalam kaitannya dengan tujuan maka organisasi 
itu mengejar tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dapat dicapai secara lebih 
efisien dan lebih efektif dengan tindakan yang dilakukan secara bersama-sama. 
Organisasi merupakan suatu alat dalam mencapai tujuan dan sangat diperlukan 
oleh masyarakat baik dalam bidang profit maupun jasa (pelayanan). Tujuan 
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organisasi akan tercapai bilamana tiap-tiap individu yang ada dalam organisasi 
sadar akan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sehingga pada akhirnya 
tujuan organisasi akan tercapai. 
 




Sebagaimana  dinyatakan dalam pasal 124, Undang-Undang No. 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Daerah merupakan unsur 
pelaksana otonomi daerah. Keberadaan dinas daerah sebagai organisasi nonprofit 
merupakan bagian yang menjadi pelengkap dalam membantu pelaksanaan tugas-
tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat dalam kerangka otonomi 
daerah. 
Kebanyakan organisasi seperti tersebut diatas, maka dalam rangka 
mendesain struktur organisasi menurut pandangan Weber, Birokrasilah yang 
merupakan alat yang paling efisien dalam mendesain struktur organisasi dalam 
mencapai tujuannya, dan birokrasi sangat diperlukan bagi organisasi-organisasi 
besar dan kompleks. 
Secara kelembagaan organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Kabupaten Bangka Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi ini adalah 
unsur pelaksana otonomi daerah Kabupaten Bangka Barat di bidang Pendapatan 
Daerah dengan tugas pokoknya adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan 
daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lainnya yang 
diberikan oleh Bupati Kabupaten Bangka Barat. 
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Sebagai unsur pelaksana maka birokrasi harus bersifat netral dan 
melayani masyarakat tanpa memandang latar belakang sosial masyarakat. Weber 
mengajukan enam syarat tercapainya birokrasi yang netral yaitu: (1) 
Decentralization of work, (2) Fixed and Jurisdictionak area, (3) Profesionalized 
System of work, (4) Technical capability, (5) No Personal Feelings organization 
Favoritisme, (6) Tracking Carreer. Karena yang dibayangkan oleh Weber adalah 
birokrasi yang ideal dengan asumsi bahwa birokrasi menjalankan fungsi 
administrasi yaitu menerapkan kebijakan politik yang dibuat melalui proses 
politik yang dilakukan oleh pejabat politik bukan birokrat karier. 
Penekanan tentang pelayanan publik yang dilakukan oleh birokrasi maka 
Warsito Utomo (2000) menekankan beberapa point penting yang perlu 
diperhatikan untuk melakukan perubahan birokrasi di Indonesia (diluar aspek 
budaya) dengan asumsi demi pemulihan birokrasi sebagai lembaga negara public 
service yang transparan, accountable, responsive dan bersih dari segala bentuk 
penyalahgunaan kekuasaan : (1) Pemerintah Pusat (dalam hal ini pusat 
pemerintahan baik di Jakarta maupun di daerah-daerah) seharusnya merupakan 
source of reform dan drive reform efforts. Dimana pada kenyataannya Pemerintah 
Pusat haruslah merupakan komponen yang harus di reform terlebih dahulu (2) 
Selama ini reformasi birokrasi hanyalah dalam kadar retorik yang banyak 
diucapkan oleh atasan atau pemerintah atasan (top of govermnent), sedangkan 
sesungguhnya yang telah siap menggebu-gebu adalah tingkat bawahan (lower 
echelons). Untuk itu bagaimanakan baik lower echolons maupun top of 
government kedua-duanya mengimplementasikan perubahan birokrasi. (3) Tidak 
saja reformasi birokrasi harus kontinyu dan terprogram dan jelas jangka 
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waktunya, tetapi juga harus terprogram dan terencana di dalam budget 
(penganggaran), (4) Meskipun proses, prosedur, prosedur dan content merupakan 
hal yang pokok di dalam mereformasi birokrasi, tetapi yang harus memperoleh 
perhatian yang paling utama untuk mendorong perubahan birokrasi Indonesia 
adalah reformasi behavior. 
Dalam rangka peningkatan mutu birokrasi khususnya Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat dalam pelayanan 
publiknya diperlukan perubahan birokrasi dalam pelaksanaan otonomi daerah. 
Birokrasi harus terus menerus memperbaiki kinerjanya agar tercipta birokrasi 
yang handal produktif, kompetitif, reprensive dan akuntable. Oleh karena itu, 
birokrasi harus mengoreksi dan mereduksi kelemahan masa lalau dan masa 
mendatang secara terus menerus. 
Untuk mencapai efektivitas organisasi dalam membangun keberhasilan di 
era otonomi daerah tergantung pada efektivitas dinas-dinas daerah sebagai 
institusi pemerintah daerah yang hadir untuk melayani masyarakat dan 
menempatkan masyarakat sebagai pemegang saham, sehingga perlu perhatian 
serius dalam memberikan pelayanan. Kesemuanya ini memerlukan aparat 
pelaksana yang mempunyai hubungan kerjasama untuk mencapai tujuan 
organisasi yang telah ditetapkan berdasarkan visi, misi serta rencana strategik 
organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset  Kabupaten Bangka 
Barat. 
 
3. Efektivitas Organisasi 
Suatu organisasi yang berhasil dapat diukur dengan melihat pada 
sejauhmana organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. 
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Konsep Efektivitas yang dikemukakan para ahli organisasi dan manajemen 
memiliki makna yang berbeda, tergantung pada kerangka acuan yang 
dipergunakan. Secara nyata Stoner (1982) menekankan pentingnya efektivitas 
organisasi dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi dan efektivitas adalah kunci 
dari kesuksesan suatu organisasi. 
Sedangkan menurut Miller (1977: 292) mengemukakan bahwa : 
“Efectiveness be define as the degree to wich a social system achieve its 
goals. Efectiveness must be distingiished from efficiency. Efficiency is 
mainly concered with goal attainments.” (Efektivitas dimaksud sebagai 
tingkat seberapa jauh suatu sistem sosial mencapai tujuannya. Efektivitas 
ini harus dibedakan dengan efisiensi. Efisiensi terutama mengandaung 
pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas 
secara langsung dihubungkan dengan pencapaian suatu tujuan. 
 
Selanjutnya dikatakan oleh Georgopualos dan Tannebaum (dalam 
Etzioni, 1969: 82) mengemukakan: 
“.....organization effectiveness as the extent to which an organization as a 
social system, given certain resources and mean, ulfil it’s objective 
without incapacitating it’s means and resours and without placing strain 
upon it’s members.” Pandangan tersebut dapat diartikan bahwa 
efektivitas organisasi adalah tingkat sejauhmana suatu organisasi yang 
merupakan sistem sosial dengan segala sumber daya dan sarana tertentu 
yang tersedia memenuhi tujuan-tujuannya tanpa pemborosan dan 
menghindari ketegangan yang tidak perlu diantara anggota-anggotanya). 
 
Jadi secara umum ada pandangan bahwa efektivitas dimaksudkan atau 
dapat didefinisikan dalam batas-batas dari tingkat pencapaian tujuan organisasi. 
Menurut Hall (1974:96) mengartikan bahwa dengan tingkat sejauhmana suatu 
organisasi merealisasikan tujuannya. Semua konsep tersebut hanya menunjukkan 
pada pencapaian tujuan organisasi, sedangkan bagaimana cara mencapainya tidak 
dibahas. Yang membahas bagaimana mencapai tingkat efektivitas adalah Argris 
(dalam Siliss, 1968:312) yang mengatakan “Organizational efectiveness then is 
balanced organisation optimal emphasis upon achieving object solving 
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competence and human energy utilization.” Efektivitas organisasi adalah 
keseimbangan atau pendekatan secara optimal pada pencapaian tujuan, 
kemampuan dan pemanfaatan tenaga manusia. 
Disimpulkan bahwa konsep tingkat efektivitas organisasi menunjukkan 
pada tingkat jauh organisasi melaksanakan kegiatan atau fungsi-fungsi sehingga 
tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan menggunakan secara optimal 
alat-alat dan sumber-sumber yang ada. Berarti bicara mengenai efektivitas 
organisasi ada dua aspek didalamnya yaitu: 1) Tujuan organisasi dan 2) 
Pelaksanaan fungsi atau cara untuk mencapai tujuan tersebut. 
Dalam penelitian ini perspektif efektivitas organisasi yang digunakan 
adalah perpektif tujuan, dimana tolok ukur yang digunakan adalah bagaimana 
organisasi mencapai tujuan, termasuk merealisasi visi dan misi organisasi sesuai 
dengan mandat yang diembannya. Jadi tolok ukur efektivitas organisasi Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat meliputi 
tingkat produktivitas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset  dalam 
melakukan pemungutan pajak dan restribusi daerah secara optimal.  
Menurut Gibson et. al, Siagian (1986:33) mengatakan pula bahwa 
efektivitas organisasi dapat pula diukur sebagai berikut: 
a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai 
b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan 
c. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap 
d. Perencanaan yang matang 
e. Penyusunan program yang tepat 
f. Tersedianya sarana dan prasarana 
g. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. 
 
 
Definisi-definisi tersebut melihat efektivitas organisasi dengan 
menggunakan tujuan akhir atau tujuan yang diinginkan. Namun organisasi dengan 
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efektivitas organisasi dari sudut pencapaian tujuan dalam pengertian sebagai misi 
akhir adalah pekerjaan yang sulit, karena sering tujuan yang dikejar oleh suatu 
organisasi tidak dapat ditentukan secara pasti. Dari sudut ini maka organisasi tidak 
pernah mencapai tujuannya dalam pengertian yang akhir atau selalu ditandai 
dengan tingkat keberhasilan yang rendah. Karenanya kemudian berkembang dari 
pemikiran lain mengenai penilaian kebutuhan organisasi dengan perspektif dari 
berbagai multi disiplin pengetahuan. 
Kenyataan dalam upaya mencapai tujuan akhir, organisasi harus 
mengenali kondisi-kondisi yang dapat menghalangi tercapainya tujuan. Jadi dapat 
diterima pandangan Steers (1985:5) yang menilai efektivitas organisasi sebagai 
ukuran seberapa jauh sebuah organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak 
dicapai. 
Dalam pengertian ini pemusatan perhatian pada tujuan yang layak 
dicapai dan optimal, tampak lebih realistik untuk tujuan evaluasi daripada 
menggunakan tujuan akhir atau tujuan yang diinginkan sebagai dasar ukuran. 
Sehingga keberhasilan dapat dilihat dari berbagai kriteria yang dikembangkan 
oleh para ahli namun karena masing-masing organisasi adalah unik, maka tidak 
ada rangkaian teratur yang dapat diterima secara umum. 
Memperhatikan pendapat ahli diatas bahwa dipahami bahwa konsep 
efektivitas organisasi merupakan suatu konsep yang bersifat multidimensional. 
Multidimensional ini terjadi karena antara satu ahli dengan yang lainnya memiliki 
dasar ilmu yang berbeda walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah pencapaian 
tujuan. 
40688













Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa dalam pengertian 
efektivitas organisasi tercakup pengertian kemampuan melaksanakan tugas, fungsi 
(operasi kegiatan, program atau misi) suatu organisasi, produktivitas organisasi 
dan tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara anggota organisasi. 
Tingkat produktivitas dipilih sebagai indikator pengukuran efektivitas 
organisasi  dimana organisasi  sebagai sesuatu wadah usaha kelompok orang 
untuk mencapai tujuan yang ditentukannya, tujuan tersebut dapat dicapai dengan 
menggunakan sumber daya yang ada dalam organisasi. Pemanfaatan sumber daya 
sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup organisasi. Untuk itu produktivitas 
yang sedang diartikan sebagai ukuran sampai sejauhmana sumber daya yang ada 
disertakan dan dipadukan untuk mencapai suatu hasil tertentu merupakan hal yang 
dapat dijadikan tolok ukur efektivitas organisasi, karena pada dasarnya efektivitas 
organisasi merupakan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. 
Produktivitas merupakan ratio masukan dan keluaran sedang pada 
organisasi publik produktivitas dapat diartikan sampai sejauhmana target yang 
ditetapkan oleh organisasi dapat direalisasikan dengan baik. Untuk organisasi 
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset  produktivitas organisasi dapat 
dilihat sampai sejauhmana pelaksanaan Pajak Daerah sudah mencapai target yang 
telah ditetapkan, sesuai dengan mandat yang diterima Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset  untuk melakukan pengumpulan pajak dan 
retribusi daerah. 
Banyak pendapat yang mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi 
efektivitas organisasi, namun pada dasarnya pendapat-pendapat tersebut telah 
terangkum dalam hasil penelitian Richard M. Steers, seperti teori mengenai 
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pembinaan organisasi yang menekankan adanya perubahan yang berencana dalam 
organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Jadi 
keberhasilan pembinaan organisasi akan mengakibatkan keberhasilan organisasi. 
Lain halnya yang dikemukanan oleh Dydiet Hardjito (1997 : 65) 
mengemukakan bahwa keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya 
dipengaruhi oleh komponen-komponen organisasi yang meliputi (1) struktur, (2) 
tujuan; (3) manusia, (4) hukum (5) prosedur pengoperasian yang berlaku; (6) 
teknologi, (7) lingkungan, (8) kompleksitas (9) spesialisasi; (10) kewenangan; 
(11) pembagian tugas. 
Dalam mencapai efektivitas suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh 
berbagai faktor yang berbeda-beda tergantung pada sifat dan bidang kegiatan atau 
usaha suatu organisasi. Sejalan dengan hal tersebut maka Komberly dan Rottman 
(dalam Gibson et al, 1996: 32) berpendapat bahwa  efektivitas organisasi 
ditentukan oleh lingkungan, teknologi, pilihan strategi, proses dan kultur. 
Setiap organisasi mempunyai kerangka acuan yang berbeda, hal ini 
dipertegas lagi oleh pendapat Hall (1991: 248) dikemukakan bahwa dalam menilai 
efektivitas suatu organisasi baik organisasi publik maupun privat terdapat 
sejumlah model pendekatan yang dapat digunakan, diantaranya system Resource 
Model, The Goals Model dan Social Function Model. 
Suatu pendekatan didalam arti bagaimana pendekatan atau teori terhadap 
pencapaian suatu tujuan. Persepektif efektivitas menekankan tentang peran sentral 
dari pencapaian tujuan organisasi, dimana dalam menilai organisasi apakah dapat 
bertahan hidup maka dilakukan evaluasi yang relevan bagi suatu tujuan tertentu. 
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Demikian banyak rangkaian kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi 
efektivitas organisasi seperti apa yang dikemukakan diatas, akan tetapi untuk 
menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kriteria adalah sangat sulit sekali, 
karena harus melihat pada hasil-hasil penelitian terdahulu. Dengan 
dikemukakannya empat faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas organisasi 
oleh Steers, maka dapat digambarkan sebagai berikut : 
 































































Sumber: Steers, (1985: 8). 
 
Adapun pengaruh 4 faktor tersebut terhadap efektivitas organisasi 
sebagai berikut : 
a. Karakteristik Organisasi 
Karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan teknologi. Struktur 
diartikan sebagai hubungan yang relatif tetap sifatnya, merupakan cara suatu 
organisasi menyusun orang-orangnya untuk menciptakan sebuah organisasi yang 
meliputi faktor-faktor seperti deentralisasi pengendalian, jumlah spesialisasi 
pekerjaan, cakupan perumusan interaksi antar pribadi dan seterusnya. Secara 
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singkat struktur diartikan sebagai cara bagaimana orang-orang akan 
dikelompokkan untuk menyelesaikan pekerjaan. 
Teknologi menyangkut mekanisme suatu organisasi untuk mengubah 
masukan mentah menjadi keluaran jadi. Teknologi dapat memiliki berbagai 
bentuk, termasuk variasi-variasi dalam proses mekanisme yang digunakan dalam 
produksi, variasi dalam pengetahuan teknis yang dipakai untuk menunjang 
kegiatan menuju sasaran. Ciri organisasi yang berupa struktur organisasi meliputi 
faktor luasnya desentralisasi. Faktor ini akan mengatur atau menentukan sampai 
sejauh mana para anggota organisasi dapat mengambil keputusan. Faktor lainnya 
yaitu spesialisasi pekerjaan yang membuka peluang bagi para pekerja untuk 
mengembangkan diri dalam bidang keahliannya sehingga tidak mengekang daya 
inovasi mereka. 
Faktor formalisasi berhubungan dengan tingkat adaptasi organisasi 
terhadap lingkungan yang selalu berubah, semakin formal suatu organisasi 
semakin sulit organisasi tersebut untuk beradaptasi terhadap lingkungan. Hal 
tersebut berpengaruh terhadap efektivitas organisasi karena faktor tersebut 
menyangkut para pekerja yang cendenrung lebih terikat pada organisasi dan 
merasa lebih puas jika mereka mempunyai kesempatan mendapat tanggung jawab 
yang lebih besar dan mengandung lebih banyak variasi jika peraturan dan 
ketentuan yang ada dibatasi seminimal mungkin. 
Harvey (dalam Steers, 1985:99) menemukan bahwa semakin mantap 
teknologi sebuah organisasi, makin tinggi pula tingkat penstrukturannya yaitu 
tingkat spesialisasi, sentralisasi, spesifikasi tugas dan lain-lain. Efektivitas 
organisasi sebagian besar merupakan hasil bagaimana tingkat Indonesia dapat 
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sukses memadukan teknologi dengan struktur yang tepat. Keselarasan antara 
struktur dan teknologi yang digunakan sangat mendukung terhadap pencapaian 
tujuan organisasi. 
 
b. Karakteristik Lingkungan 
Karakteristik lingkungan ini mencakup dua aspek yaitu internal dan 
eksternal. Lingkungan internal dikenal sebagai iklim organisasi. Yang meliputi 
macam-macam atribut lingkungan yang mempunyai hubungan dengan segi-segi 
dan efektivitas khususnya atribut lingkungan yang mempunyai hubungan dengan 
segi-segi tertentu dari efektivitas khususnya atribut diukur pada tingkat individual. 
Lingkungan eksternal adalah kekuatan yang timbul dari luar batas 
organisasi yang memperngaruhi keputusan serta tindakan di dalam organisasi 
seperti kondisi ekonomi, pasar dan peraturan pemerintah. Hal ini mempengaruhi 
derajat kestabilan yang relatif dari lingkungan, derajat kompleksitas lingkungan 
dan derajat kestabilan lingkungan. 
Steers (1985:111) menyimpulkan dari penelitian yang dilakukan para ahli 
bahwa keterdugaan, persepsi dan reasionalitas merupakan faktor penting yang 
mempengaruhi hubungan lingkungan. Dalam hubungan terdapat suatu pola 
dimana tingkat keterdugaan dari keadaam lingkungan disaring oleh para 
pengambil keputusan dalam organisasi melalui ketetapan persepsi yang tepat 
mengenai lingkungan dan pengambilan keputusan yang sangat rasional akan dapat 


















c. Karakteristik Pekerja 
Karakteristik pekerja berhubungan dengan peranan perbedaan individu 
para pekerja dalam hubungan dengan efektivitas. Para individu pekerja 
mempunyai pandangan yang berlainan, tujuan dan kemampuan yang berbeda-
beda pula. Variasi sifat pekerja ini yang sedang menyebabkan perilaku orang yang 
berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut mempunyai pengaruh langsung 
terhadap efektivitas organisasi. Dua hal tersebut adalah rasa keterikatan terhadap 
organisasi dan prestasi kerja individu. 
Menurut Katz dan Kahn (dalam Steers, 1985: 135) peranan tingkah laku 
dalam efektivitas organisasi harus memenuhi tiga persyaratan sebagai berikut: 
1. Setiap organisasi harus mampu membawa dan mempertahankan suatu armada 
kerja yang mantap yang terjadi dari pekerja pria dan wanita yang terampil. 
Berarti disamping mengadakan penerimaan dari penempatan pegawai, 
organisasi juga harus mampu memelihara para pekerja dengan imbalan yang 
pantas dan memadai sesuai dengan kontribusi individu dan yang relevan bagi 
pemuasan kebutuhan individu. 
2. Organisasi harus dapat menikmati prestasi peranan yang dapat diandalkan 
dari para pekerjanya. Sering terjadi manajer puncak yang seharusnya 
memikul tanggung jawab utama dalam merumuskan kebijakan perusahaan, 
membuang terlalu banyak waktu untuk keputusan dan kegiatan sehari-hari 
yang sepele dan mungkin menarik, akan tetapi tidak relevan dengan perannya 
sehingga berkurang waktu yang tersedia bagi kegiatan ke arah tujuan yang 
lebih tepat. Setiap anggota bukan hanya harus bersedia berkarya, tetapi juga 
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harus bersedia melaksanakan tugas khusus yang menjadi tanggung jawab 
utamanya. 
Disamping prestasi peranan yang dapat diandalkan organisasi yang 
efektif menuntut agar para pekerja mengusahakan bentuk tingkah laku yang 
spontan dan inovatif, job description tidak akan dapat secara mendetail 
merumuskan apa yang mereka kerjakan setiap saat, karena bila terjadi keadaan 
darurat atau luar biasa individu harus mampu bertindak atas inisiatif sendiri dan 
atau luar biasa individu harus mampu bertindak atas inisiatif sendiri dan atau 
mengambil keputusan dan mengadakan tanggapan terhadap yang paling baik bagi 
organisasinya. 
 
d. Kebijakan dan praktek manajemen 
Karena manajer memainkan peranan sentral dalam keberhasilan suatu 
organisasi melalui perencanaan, koordinasi dan memperlancar kegiatan yang 
ditujuan ke arah sasaran. Kebijakan yang baik adalah kebijakan tersebut secara 
jelas membawa kita ke arah tujuan yang diinginkan. Kebijakan harus dipahami 
tidak berarti bahwa kebijakan harus ditulis (Amstrong, 1993:49). Pada intinya 
manajemen adalah tentang memutuskan apa yang harus dilakukan kemudian 
melaksanakannya melalui orang-orang (Amstrong, 1993:14). Definisi ini 
menekankan bahwa dalam organisasi merupakan sumber daya terpenting. 
Dari faktor kebijakan dan praktek manajemen ini, sedikitnya 
diindentifikasikan menjadi enam variabel yang menyumbang efektivitas yaitu: 1) 
penyusunan tujuan strategis, 2) pencarian dan pemanfaatan sumber daya, 3) 
menciptakan lingkungan prestasi, 4) proses komunikasi, 5) kepemimpinan dan 
pengambilan keputusan dan 6) inovasi dan adaptasi. 
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Dari keempat faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi yang 
dinyatakan oleh Steers tersebut dapat dijelaskan secara ringkas bahwa: 1) struktur 
yang dibangun dan teknologi yang digunakan dalam organisasi akan sangat 
berpengaruh terhadap proses dan pencapaian tujuan, 2) organisasi sebagai 
organisasi yang terbuka, kelangsungan hidupnya akan sangat tergantung kepada 
lingkungan sekitarnya baik yang berada di dalam organisasi maupun diluar 
organisasi, 3) bahwa manusia sebagai unsur penting dari organisasi memiliki 
kemampuan, pandangan motivasi dan budaya yang berbeda, dan 4) kebijakan dan 
praktek manajemen yang ditetapkan oleh pimpinan dalam mengatur dan 
mengendalikan organisasi sangat berpengaruh bagi organisasi maupun bagi 
pencapaian tujuan. 
Berdasarkan penjelasan atas faktor-faktor diatas beserta variabelnya 
dapat dipahami demikian banyak faktor yang berpengaruh pada efektivitas suatu 
organisasi dan untuk itu penulis berdasarkan atas pengamatan dan pengalaman 
selama bekerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten 
Bangka Barat melihat bahwa efektivitas organisasi dapat dilihat atau ditinjau dari 
berbagai aspek sebagai berikut :  
a. Struktur organisasi yaitu sistem pengelompokan pekerjaan yang ditata dalam 
suatu struktur agar organisasi tersebut dapat digerakan secara maksimal 
dalam suatu jalinan kerja yang efektif dan efisien. Elemen yang diperhatikan 
dalam penelitian ini adalah bagaimana kesesuaian penempatan individu pada 
struktur yang ada dengan kualifikasi pendidikan yang dimilikinya, dan 
bagaimana pemanfaatan teknologi dalam organisasi tersebut.  
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b. Adanya kerjasama, merupakan unsur yang terpenting dalam organisasi, 
karena dengan adanya hubungan yang baik/kerjasama yang baik maka 
keberhasilan pencapaian tujuan organisasi akan lebih cepat. Kerjasama ini 
bukan hanya terjadi antara individu atau antara unit/bagian saja melainkan 
adanya kerjasama dengan dinas instansi terkait lainnya. Adanya kerjasama 
dengan dinas, instansi terkait lainnya akan dapat diketahui berbagai masukan 
tentang informasi adanya sumber-sumber pendapatan daerah. Elemen yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah kerjasama rutin yang dilakukan Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset  dengan instansi teknis lainnya. 
c. Kemampuan administratif pegawai, sebagai bentuk dari kemampuan sumber 
daya manusia merupakan unsur penentu dalam keberhasilan organisasi dalam 
produktivitas kerja. Sumber daya manusia dalam hal ini adalah pegawai perlu 
terus dikembangkan baik dari segi pendidikan formalnya maupun pendidikan 
jenjang kariernya. Dengan kualitas pegawai yang semakin meningkat 
diharapkan adanya perubahan kerja, etos kerja pegawai meningkat sehingga 
timbul rasa memiliki organisasi dan tercipta rasa kepuasan baik individu 
sendiri maupun keseluruhan organisasi. Elemen yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah kondisi pegawai menurut jenjang pendidikan formal, dan 
keadaan pegawai berdasarkan jenjang pendidikan karier. 
d. Perencanaan Program Kerja memegang peranan dalam memulai sesuatu 
kegiatan atau melakukan suatu pekerjaan. Perencanaan yang baik merupakan 
perencanaan yang melibatkan baik unsur-unsur pimpinan maupun bawahan 
dalam menentukan kebijakan manajemen organisasi. Bukan hanya 
keterlibatan bawahan saja melainkan dalam menyusun suatu rencana program 
40688













kerja diperhatikan faktor-faktor baik internal maupun eksternal dalam 
membahas suatu perencanaan yang sifatnya strategik. Elemen yang dianalisis 
dalam penelitian ini adalah deskripsi program kerja masing-masing bagian, 
dan pertemuan rutin yang membahas mengenai pelaksanaan tugas. 
e. Kepuasan kerja merupakan suatu kondisi yang dirasakan oleh seluruh anggota 
organisasi yang mampu memberikan kenyamanan dan motivasi bagi 
peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan untuk mencapai efektivitas 
organisasi. Elemen yang menjadi fokus penelitian ini adalah lamanya 
penyelesaian pekerjaan yang dilakukan pegawai dan sistem insentif yang 
diberlakuan bagi anggota organisasi yang berprestasi atau melakukan 
pekerjaan yang melebihi beban kerja yang ada.  
 
4. Konsep Pajak Dan Retribusi Daerah 
Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau 
badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat 
dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang 
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan 
pembangunan daerah (Suandy, 2000: 140). 
Suandy (2000:143) mengemukakan bahwa ada beberapa sistem 
pemungutan pajak seperti berikut ini : 
(1) Official Assesment System 
Wewenang Pemungutan Pajak ada pada fiskus. Fiskus berhak 
menentukan besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan 
dengan mengeluarkan surat ketetapan pajak, yang merupakan 
bukti timbulnya suatu utang pajak. Wajib pajak pasif menunggu 
ketetapan Fiskal mengenai utang pajaknya. 
 
(2) Sistem semi Self Assesment System 
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Suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk 
menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada 
pada kedua belah pihak, yaitu wajib pajak dan fiskus. Mekanisme 
pelaksanaan dalam sistem ini berdasarkan suatu anggapan bahwa 
wajib pajak pada awal tahun menaksir sendiri besarnya pajak 
terutang yang sesungguhnya ditetapkan oleh fiskal. 
(3) Sistem Withholding 
Suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk 
menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada 
pada pihak ketiga dan bukan oleh fiskus maupun oleh wajib pajak 
itu sendiri. 
(4) Sistem Full Self Assesment System 
Suatu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak boleh 
menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus 
disetorkan. Wajib pajak harus aktif menghitung dan melaporkan 
jumlah pajak terutangnya tanpa campur tangan fiskus. 
 
Sistem inilah yang dipergunakan oleh Undang-undang Perpajakan yang 
sekarang berlaku di Indonesia. 
a.  Sumber-sumber Penerimaan Daerah 
Sebelum membahas lebih rinci mengenai strategi pajak dan retribusi 
daerah, terlebih dahulu perlu diketahui elemen-elemen penerimaan daerah dalam 
era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Berdasarkan Undang-undang No.33 
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah, sumber-sumber penerimaan daerah terdiri atas: 
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
2. Dana Perimbangan 
3. Pinjaman Daerah 
4. Lain-lain Penerimaan yang Sah 
b.  Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Unsur Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, 
Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya 
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yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Diantara 
keempat sumber tersebut, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber 
andalan PAD. Dasar hukum yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah adalah Undang-undang Nomor 34 tahun 2000  tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Akan tetapi Kabupaten Bangka 
Barat masih menggunakan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 dikarenakan 
Undang-undang yang baru belum disosialisasikan kepada masyarakat Kabupaten 
Bangka Barat melalui SKPD masing-masing. 
Jenis Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut: 
1. Pajak Daerah 
Jenis pajak propinsi terdiri atas: 
- Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, dengan tarif 
maksimum 5%. 
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Atas Air, dengan tarif maksimum 
10%. 
- Pajak bahan bakar Kendaraan Bermotor, dengan tarif maksimum 5%. 
- Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, 
dengan tarif maksimum 20%. 
Hasil penerimaan pajak propinsi sebagian diperuntukkan bagi Daerah 
Kabupaten/Kota di wilayah propinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
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- Hasil penerimaan Pajak kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air dan 
Bea Balik nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air diserahkan 
kepada Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 30%; 
- Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor diserahkan kepada 
Daerah kabupaten/Kota paling sedikit 70%; 
- Hasil penerimaan pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan 
Air Permukaan diserahkan kepada Kabupaten/Kota paling sedikit 70 %. 
Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri atas: 
- Pajak Hotel, dengan tarif maksimum 10% 
- Pajak Restoran, dengan tarif maksimum 10% 
- Pajak Hiburan, dengan tarif maksimum 35% 
- Pajak Reklame, dengan tarif maksimum 25% 
- Pajak Penerangan Jalan, dengan tarif maksimum 10% 
- Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dengan tarif maksimum 20% 
- Pajak Parkir, dengan tarif maksimum 20%. 
Hasil penerimaan pajak kabupaten diperuntukkan paling sedikit 10% 
bagi desa di wilayah daerah kabupaten yang bersangkutan. 
2. Retribusi Daerah 
Retribusi dibagi atas tiga golongan: 
- Retribusi Jasa Umum 
- Retribusi Jasa Usaha 
- Retribusi Perijinan Tertentu. 
Jenis-jenis retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan 
kriteria-kriteria sebagai berikut: 
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a. Retribusi Jasa Umum 
 Jasa tersebut merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan 
desentralisasi 
 Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi pihak yang membayar 
retribusi disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum. 
 Pemungutan retribusi dapat meningkatkan kualitas penyediaan jasa 
dengan lebih baik. 
 
b. Retribusi Jasa Usaha 
Jasa bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta 
tetapi belum memadai atau terdapat harta yang dimiliki daerah yang belum 
dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.  
c. Retribusi Perijinan Tertentu 
 Perijinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan 
umum; 
 Perijinan tersebut merupakan kewenangan pemerintah yang diserahkan 
pada pemerintah daerah dalam rangka asas desentralisasi; dan  
 Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan ijin tersebut 
dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian ijin 
tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perijinan. 
Prinsip dan sasaran penetapan tariff retribusi: 
a. Retribusi Jasa Umum 
Berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya 
penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan keadilan. 
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b. Retribusi Jasa Usaha 
Berdasarkan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak 
c. Retribusi perjinan Tertentu 
Berdasarkan tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya 
penyelenggaraan pemberian ijin yang bersangkutan. 
Hasil penerimaan jenis retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi 
desa dan ditetapkan dengan peraturan daerah berdasarkan keterlibatan desa dalam 
menyediakan pelayanan. 
c. Pinjaman Daerah 
 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 pemerintah daerah 
dapat melakukan pinjaman dari sumber dalam negeri atau sumber luar negeri 
dengan persetujuan pemerintah pusat untuk membiayai sebagian anggarannya. 
Pinjaman dalam negeri dapat bersumber dari pemerintah pusat dan/atau lembaga 
komersial, atau melalui penerbitan obligasi daerah. Pinjaman luar negeri 
dimungkinkan dilakukan daerah, namun mekanismenya harus melalui pemerintah 
pusat. 
d. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 
 
Yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah 
antara lain hibah atau penerimaan dari daerah propinsi atau daerah kabupaten atau 


















B. Kerangka berpikir 
Berdasarkan pada kajian teori diatas maka dapat diketahui frame work atau 
kerangka pemikiran efektivitas organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset  dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat dari 
beberapa hal yaitu: 
1. Struktur Organisasi 
Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset  
itu sendiri yang merupakan ciri organisasi yang berupa struktur organisasi 
meliputi faktor luasnya desentralisasi dan menurut Miles maupun Handoko 
memiliki 5 unsur: 1) Spesialisasi Kegiatan, 2) Standarisasi Kegiatan, 3) 
Koordinasi Kegiatan, 4) Sentralisasi dan Desentralisasi Pengambilan Keputusan, 
5) Ukuran Satuan Kerja. Jadi struktur merupakan susunan formal dan mekanisme 
dengan mana organisasi dikelola sebagai perwujudan hubungan-hubungan antar 
komponen-komponen, bagian-bagian, fungsi-fungsi, kegiatan-kegiatan dari posisi 
yang menunjukkan tingkat spesialisasi kegiatan kerja. 
Dari struktur organisasi maka ada  5 (lima) aspek utama struktur organisasi 
sebagai berikut: 
1) Pembagian kerja menunjukkan tanggungjawab atau satuan organisasi untuk 
bidang tertentu dari beban kerja organisasi. 
2) Pimpinan dan bawahan yaitu garis menunjukkan hubungan wewenang dan 
tanggung jawab yang menghubungkan atasan dan bawahan dalam 
keseluruhan organisasi. Aliran ini dimulai dari jenjang organisasi yang 
tertinggi sampai pegawai terendah dalam suatu organisasi mempunyai suatu 
kaitan dengan pimpinan puncak organisasi. Dalam hal ini prinsip garis 
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komando harus jelas, dimana seorang bawahan menerima tugas dan 
pelimpahan wewenang dari pimpinannya dan melaporkan 
pertanggungjawaban kepada pimpinannya. 
3) Jenis pekerjaan yang dilaksanakan yaitu Label atau deskripsi pada setiap 
kotak menunjukkan pekerjaan atau tugas-tugas pekerjaan dan tanggungjawab 
yang berbeda 
4) Pengelompokkan bagian-bagian kerja yaitu keseluruhan bagan organisasi 
menunjukkan dasar pembagian kegiatan organisasi, misalnya atas dasar 
fungsional atau divisional atau lainnya (departementalisasi). 
5) Tingkat manajemen yaitu Sebuah bagan tidak hanya menunjukkan pimpinan 
dan bawahan, tetapi juga hirarki manajemen secara keseluruhan. 
 
Struktur Organisasi dapat dijadikan sebagai variabel yang menjelaskan 
karakteristik organisasi, karena dengan struktur organisasi maka orang-orang 
dapat disusun atau diatur untuk dapat menciptakan sebuah organisasi yang 
meliputi faktor-faktor seperti jumlah spesialisasi pekerjaan, cakupan perumusan 
antar pribadi serta pengaturan pemanfaatan teknologi guna pencapaian tujuan 
yang efisien dan efektif, serta menempatkan pegawainya pada organisasi tersebut 
berdasarkan spesialisasinya. Pada struktur organisasi diadakan untuk bekerjanya 
organisasi tersebut dan bagi pemeliharaannya, dimaksudkan pula pembagian dari 
peranan-peranan didalam organisasi tersebut, pola-pola wewenang dan sistem 
komunikasi, komitmen dari orang-orang pada doktrin dan program dari organisasi 
tersebut akan mempengaruhi kemampuannya untuk melaksanakan komitmen-
komitmen yang sudah diprogramkan. 
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Adanya sistem pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan 
pekerjaan serta tingkat interaksi antar bagian kerja akan berpengaruh terhadap 
efektivitas organisasi. Jadi secara singkat struktur organisasi melihat cara 
bagaimana orang-orang akan dikelompokkan untuk dapat menyelesaikan tugas-
tugas pekerjaan yang diberikan dengan cepat tepat waktu serta efisien dan efektif. 
2. Adanya kerjasama 
Diketahui bahwa lingkungan ekstern maupun intern yaitu semua 
kekuatan yang timbul di luar batas-batas organisasi dan mempengaruhi keputusan 
serta tindakan di dalam organisasi. Karenanya perlu dilakukan kerjasama dengan 
kekuatan yang diperkirakan mingkin timbul. Kerjasama  tersebut dapat didasarkan 
atas hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing orang untuk mencapai 
tujuan. 
Keberhasilan suatu organisasi sangatlah dipengaruhi oleh 
kemampuannya dalam menanggapi lingkungan. Dimana tepat tidaknya tanggapan 
organisasi terhadap perubahan lingkungan. Situasi lingkungan yang terjadi saat ini 
dan adanya masukan yang terkait dengan pertimbangan-pertimbangan kondisi 
yang dihadapi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset  Kabupaten 
Bangka Barat harus diantisipasi dan diadaptasikan. 
Kerjasama dengan isntansi lain yakni instansi teknis diluar Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset  merupakan wujud daripada 
karakteristik lingkungan kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset  
yang menjadi salah satu fokus kegiatan koordinasi kerja. Kerjasama dengan 
instansi lain dapat dijadikan sebagai variabel yang menjelaskan karakteristik 
lingkungan kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, karena 
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dengan adanya kerjasama dengan instansi teknis lainnya maka program kerja 
dalam rangka peningkatan PAD dapat benar-benar dilaksanakan dan tersosialisasi 
di masyarakat, serta masyarakat akan lebih tahu tentang perkembangan aturan 
pemerintah tentang pelaksanaan Peraturan Pajak dan Retribusi Daerah. Dengan 
kerjasama maka akan di dapat teknologi baru, informasi baru untuk dianalisis, 
diproses, diambil dan disebarkan bila perlu karena suatu organisasi dengan 
kekosongan informasi tidak dapat membuat keputusan yang rasional. Disamping 
itu dengan adanya hubungan yang harmonis dari masing-masing unit pelaksana  
dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset  sendiri dengan unit-unit 
lainnya dalam mengantisipasi perkembangan situasi dan peningkatan kualitas 
pelayanan publik, hal inilah yang akan berpengaruh terhadap efektivitas 
organisasi dalam peningkatan PAD. 
3. Kemampuan Administratif pegawai 
Selain hal tersebut diatas kemampuan administratif pegawai juga 
mempengaruhi efektivitas karena pekerjaan yang berlainan dan ditangani oleh 
orang yang berpendidikan sesuai serta terampil dalam bidangnya akan 
mempengaruhi cara pandang, tujuan kebutuhan dan kemampuan yang berbeda, 
dalam pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi organisasi. 
Dengan adanya kemajemukan dalam suatu organisasi maka 
menggambarkan perbedaan individual diantara pekerja. Perbedaan tersebut dapat 
dilihat dari jenjang pendidikan formal yang melihat kemampuan dasar yang 
dimiliki pegawai, sedangkan kemampuan kursus/diklat yang dimiliki merupakan 
salah satu syarat dalam jenjang pendidikan karena ketrampilan pegawai yang 
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mutlak diperlukan dalam rangka peningkatan kinerja organisasi/ efektivitas 
organisasi. 
Kemampuan administratif pegawai pada Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset  Kabupaten Bangka Barat yang merupakan wujud dari 
karakteristik pekerja serta yang mempengaruhi efektivitas organisasi. 
Kemampuan administratif pegawai dapat dijadikan sebagai variabel yang 
menjelaskan suatu karakteristik pekerja, hal ini sangatlah mungkin karena dengan 
melihat kemampuan administratif dari pegawai maka akan terwujud suatu bentuk 
penyelesaian suatu kegiatan kerja dengan cepat, tepat pada waktu 
penyelesaiannya. Dengan adanya kualitas pegawai baik dari Tingkat Pendidikan 
formal Pegawai, jenjang pendidikan karier pegawai yang merupakan tersedianya 
SDM yang handal maka semangat kerja dan mutu pekerjaan dapat nerjalan sesuai 
dengan proses manajemen yang telah ditentukan. Jadi dengan melihat kemampuan 
pegawai baik dari segi pendidikan formal maupun jenjang pendididkan kariernya 
maka akan terlihat kemampuan pegawai dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi 
dan tanggung jawab sebagai pegawai, hal inilah yang akan berpengaruh terhadap 
efektivitas organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset  
Kabupaten Bangka Barat dalam peningkatan PAD. 
4. Perencanaan Program Kerja 
Perencanaan program kerja merupakan salah satu bentuk praktek 
manajemen sebagai penyumbang efektivitas organisasi, karena kebijakan yang 
ditetapkan oleh pimpinan dalam mengatur dan mengendalikan organisasi sangat 
berpengaruh bagi pencapaian tujuan. Karena perencanaan program kerja yang 
strategis merupakan suatu perencanaan tentang bagaimana organisasi tersebut 
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dalam hal ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset  Kabupaten 
Bangka Barat menerapkan sumber daya yang telah tersedia dengan optimal dan 
produk-produk/ jasa apa yang akan disediakan. 
Betapa pentingnya manajemen bagi organisasi, maka bagi para pimpinan 
harus menajadi pimpinan yang dapat mengerti para pegawainya, menghargai 
mereka dan melibatkan mereka dalam proses perencanaan kerja. Bukan hanya 
keterlibatan mereka dalam perencanaan program kerja saja namun dalam rapat 
rutin bulanan dalam membahas hal-hal yang berkenaan dengan operasional 
organisasi sehingga pimpinan akan mengetahui hal apa saja yang sangat 
berpengaruh terhadap tujuan organisasi baik intern organisasi sendiri maupun 
ekstern organisasi. 
Perencanaan terhadap program kerja yang jelas merupakan wujud dari 
kebijakan dan praktek manajemen yang dapat mempengaruhi efektivitas 
organisasi. perencanaan program kerja dapat dijadikan sebagai variabel yang 
menjelaskan kebijakan dan praktek manajemen, karena melalui suatu perencanaan 
program kerja yang baik dari masing-masing bagian akan terwujud suatu 
kebijakan pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan 
menggunakan menejemen yang baik sehingga target dan realisasi keberhasilan 
peningkatan PAD dapat terwujud dan sangat berpengaruh terhadap efektivitas 
organisasi. Dengan adanya perencanaan yang baik dan menyangkut sekumpulan 
pilihan tentang bagaimana organisasi tersebut akan menerapkan sumber dayanya 
yang telah tersedia dan produk dan jasa apa yang akan disediakan terhadap 
program tindakan cenderung dirumuskan sebagai tanggapan terhadap mandat 
legal, tuntutan lingkungan, kesempatan atau prioritas yang ada. Program harus 
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dirancang dan dikelola sedemikian rupa sehingga akan membangun dukungan 
bagi organisasi tersebut dan dipandang memberikan lebih banyak manfaat 
daripada ketidakpuasan sehingga dapat menarik dukungan dari masyarakat. 
Disamping itu adanya hubungan melalui pertemuan rutin untuk membahas 
rencana pelaksanaan tugas berpengaruh pula terhadap efektivitas organisasi, 
karena dengan adanya pertemuan rutin maka program organisasi dapat dengan 
seksama menilai tentang apa yang dapat diterima dan dibutuhkan masyarakat serta 
anggota organisasinya. 
5. Kepuasan Kerja 
Kepuasan kerja adalah tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas 
peranan atau pekerjaannya dalam organisasi. Tingkat rasa puas individu bahwa 
mereka mendapat imbalan yang setimpal dari bermacam-macam aspek situasi 
pekerjaan dari organisasi tempat mereka bekerja. Jadi kepuasan kerja menyangkut 
psikologis individu didalam organisasi, yang diakibatkan oleh keadaan yang ia 
rasakan dari lingkungannya. 
T. Hani Handoko (2000: 193-194) mengemukakan bahwa kepuasan kerja 
(Job Satisfaction) adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak 
menyenangkan dengan para pegawai memandang pekerjaan mereka. Waktu/lama 
penyelesaian merupakan pencerminan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. 
Ini dapat dilihat dari sikap positif pegawai terhadap pekerjaan dan segala sesuatu 
di lingkungannya. 
Tingkat kepuasan kerja adalah merupakan salah satu faktor yang 
mempengaruhi prestasi kerjanya karena yang akhirnya berpengaruh pada 
efektivitas organisasi. Dan juga kepuasan kerja pegawai tidak cukup hanya 
40688













diberikan insentif saja akan tetapi pegawai juga membutuhkan motivasi, 
pengakuan dari atasan atas hasil pekerjaannya, situasi kerja yang tidak monoton 
dan adanya peluang untuk berinisiatif dan berkreasi. 
Sumber daya terdiri dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana 
maupun pembiayaan sangat menentukan keberhasilan organisasi untuk 
menjalankan tugasnya atau beroperasi dengan baik dalam mencapai tujuan. Aspek 
penting yang mendukung suatu keberhasilan tidak lain adalah tersedianya sumber 
daya yang memadai. Sejalan dengan itu Notoatmojo (1992) mengemukakan 
bahwa: pembangunan suatu bangsa memerlukan aset pokok yang disebut sumber 
daya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Kedua sumber 
tersebut sangat penting dalam menentukan keberhasilannya suatu pembangunan 
bangsa organisasi. Dari sumber daya yang tersedia dalam organisasi, sumber daya 
manusia memegang peranan sentral dan penting menentukan. Tanpa sumber daya 
manusia yang handal, pengolahan, penggunaan dan pemanfaatan sumber-sumber 
lainnya akan menjadi tidak efektif, efisien dan produktif. Dalam keadaan yang 
demikian tidaklah mengherankan bahwa tujuan serta program organisasi yang 
telah dirumuskan dengan baik hanya akan tetap sulit terwujud secara baik dan 
benar. 
Dalam pelaksanaan penarikan pajak daerah dan retribusi daerah di 
Kabupaten Bangka Barat faktor sumber daya manusia merupakan faktor yang 
menentukan keberhasilan pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari 
sektor ini. Dengan tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, 
skill dan pengetahuan yang cukup memadai, maka pelaksanaan kebijakan 
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Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan dapat berjalan dengan 
cukup baik. 
Thoha (1993:98) menyebutkan bahwa model yang dikembangkan 
Weisbord yaitu: tujuan, struktur, penghargaan, mekanisme tata kerja, hubungan 
dan kepemimpinan akan mempengaruhi efektivitas organisasi jika tidak dilakukan 
upaya pembinaan organisasi. Pembinaan organisasi merupakan sistem yang 
menyeluruh yang berusaha menerapkan ilmu perilaku dengan memakai 
perencanaan pengembangan-pengembangan jangka panjang yang terus 
berkelanjutan dengan mengembangkan strategi, struktur dan proses sehingga 
dicapai efektivitas organisasi. Pembinaan organisasi melalui diagnosa dan 
intervensi organisasi adalah upaya yang terencana untuk meningkatkan 
efektivitas. 
Teori Hirarkhi Kebutuhan dari Maslow mengemukakan bahwa manusia 
ditempat kerjanya dimotivasi oleh suatu keinginan untuk memuaskan sejumlah 
kebutuhan yang ada dalam diri seseorang. Teori ini didasarkan pada tiga asumsi 
dasar sebagai berikut:  
a. Kebutuhan manusia tersusun dalam suatu hirarkhi, mulai dari hirarkhi 
kebutuhan yang paling dasar sampai ke kebutuhan yang kompleks atau 
paling tinggi tingkatannya. 
b. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan dapat mempengaruh perilaku 
seseorang, di mana hanya kubutuhan yang belum terpuaskan yang dapat 
menggerakkan perilaku. Kebutuhan yang telah terpuaskan tidak dapat 
berfungsi sebagai motivator.  
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c. Kebutuhan yang lebih tinggi berfungsi sebagai motivator apabila 
kebutuhan yang hirarkhinya lebih rendah paling tidak telah terpuaskan 
secara minimal. 
Atas dasar asumsi di atas, hirarkhi kebutuhan manusia menurut Maslow 
(Sondang P Siagian, 2004:146) adalah sebagai berikut: 
a. Kebutuhan Fisiologis (Physiological Needs)  
Kebutuhan fisiologis merupakan hirarkhi kebutuhan manusia yang paling 
dasar yang merupakan kebutuhan untuk dapat hidup seperti makanan, 
minuman, perumahan, oksigen, tidur, seks dan lain sebagainya. 
b. Kebutuhan Rasa Aman (Security Needs) 
Apabila kebutuhan fisiologis relatif sudah terpuaskan maka muncul 
kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan akan rasa 
aman ini meliputi keamanan akan perlindungan dan bahaya kecelakaan kerja, 
jaminan akan kelangsungan pekerjaannya, dan jaminan akan hari tuanya pada 
saat mereka tidak lagi bekerja. 
c. Kebutuhan Sosial (Social Needs) 
Jika kebutuhan fisiologis dan rasa aman telah terpuaskan secara minimal 
maka akan muncul kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan untuk persahabatan, 
afiliasi, dan interaksi yang lebih erat dengan orang lain. Dalam organisasi 
akan berkaitan dengan, kebutuhan akan adanya kelompok kerja yang kompak, 
supervisi yang baik, rekreasi bersama dan lain sebagainya 
d. Kebutuhan Penghargaan (Esteem Needs) 
Kebutuhan ini meliputi kebutuhan keinginan untuk dihormati, dihargai atas 
prestasi seseorang, pengakuan atas kemampuan dan keahlian seseorang serta 
efektivitas kerja seseorang.  
e. Kebutuhan aktualisasi diri (Self-Actualization Needs)  
Aktualisasi diri merupakan hirarkhi kebutuhan dari Maslow yang paling 
tinggi. Aktualisasi diri berkaitan dengan proses pengembangan akan potensi 
yang sesunguhnya dari seseorang. Kebutuhan untuk menunjukan 
kemampuan, keahlian dan potensi yang dimiliki seseorang. Aktualisasi diri 
merupakan proses yang berlangsung terus-menerus dan tidak pernah 
terpuaskan Malahan kebutuhan akan aktualisasi diri ada kecenderungan 
potensinya meningkat karena orang mengaktualisasikan perilakunya. 
Seseorang yang didominasi oleh kebutuhan akan aktualisasi diri senang akan 
tugas-tugas yang menantang keahlian dan kemampuannya. 
 
 
Pengertian diatas menunjukkan bahwa kepuasan kerja dari individu-
individu dalam organisasi dipicu oleh berbagai faktor sesuai dengan tingkat 
kebutuhan yang dimilikinya. Khusus untuk Dinas Pendapatan Pengelolaan 
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Keuangan dan Aset  Kabupaten Bangka Barat, maka elemen yang akan dianalisis 
adalah kepuasan kerja yang diukur dari sistem insentif yang berlaku di organisasi 
tersebut, apakah insentif yang diberlakukan mampu memuaskan setiap anggota 
organisasi secara maksimal yang bermuara pada tingkat efektivitas individu, 
efektivitas kelompok dan pada akhirnya pada efektivitas organisasi. 
Elemen lain yang menjadi perhatian adalah kecepatan kerja dari pegawai 
yang dipicu oleh kepuasan kerja yang dimilikinya. Individu akan bertindak tak 
acuh apabila ia merasa tidak puas dengan kondisi yang ada, baik dari aspek fisik 
yang berupa penghargaan materi maupun yang berbentuk psikis berupa kenaikan 
jabatan atau promosi bagi kariernya. 
Dengan memperhatikan hubungan variabel bebas dan variabel terikat, 
model kerangka berpikir dapat digambarkan sebagai berikut (gambar 2.1): 
























Keuangan dan Aset   
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C.  Definisi  Konsep dan Operasional  
1.  Definisi Konsep 
Efektivitas organisasi adalah tingkat jauh organisasi melaksanakan 
kegiatan atau fungsi-fungsi sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai 
dengan menggunakan secara optimal alat-alat dan sumber-sumber yang pada 
organisasi tersebut. 
Struktur organisasi yang merupakan karakteristik organisasi yaitu 
merupakan cara organisasi menyusun pegawainya untuk menciptakan sebuah 
organisasi yang meliputi desentralisasi pengendalian, jumlah spesialisasi 
pekerjaan, cakupan perumusan interaksi antar individu. Secara singkat struktur 
diartikan sebagai cara bagaimana orang-orang akan dikelompokkan untuk 
menyelesaikan pekerjaan. 
Kerjasama dengan instansi teknis lainnya merupakan karakteristik 
lingkungan kerja organisasi yang meliputi dan mewakili macam-macam atribut 
lingkungan yang mempunyai hubungan dengan segi-segi tertentu dari efektivitas 
khususnya diukur pada tingkat individual dan yang mempengaruhi keputusan 
serta tindakan di dalam organisasi. 
Kemampuan administratif pegawai pada Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset  adalah tingkat pendidikan pegawai, jenjang pendidikan yang 
telah diikuti menurut jabatannya merupakan karakteristik pekerja yang 
berhubungan dengan peranan perbedaan individu para pegawai dari segi 
kualifikasi pendidikan dalam hubungannya dengan semangat dan dorongan kerja 
(efektivitas). Para individu yakni pegawai mempunyai pandangan dan tujuan yang 
berlainan serta kemampuan yang berbeda pula. Variasi sifat pekerja ini yang 
40688













sering menyebabkan perilaku orang yang satu dengan yang lain berbeda. 
Perbedaan tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap efektivitas organisasi. 
Dua hal tersebut adalah rasa keterikatan terhadap organisasi dan prestasi kerja 
individu. 
Perencanaan program kerja kegiatan pada organisasi Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset  merupakan suatu perencanaan program kerja 
masing-masing bagian yang merupakan karakteristik kebijakan dan manajemen. 
Karena para pimpinan memainkan peranan sentral dalam keberhasilan suatu 
organisasi melalui perencanaan tentang program pelaksanaan peningkatan pajak 
daerah dan retribusi daerah guna memperlancar kegiatan yang ditujukan ke arah 
sasaran yang jelas. Karena kebijakan yang baik dalam perencanaan adalah 
kebijakan tersebut secara jelas membawa kita kearah tujuan yang diinginkan. 
Kebijakan harus dipahami tidak berarti bahwa kebijakan harus ditulis (Amstrong, 
1993: 49). 
Kepuasan kerja adalah kondisi anggota organisasi atau pegawai yang 
merasa senang karena imbalan atau insentif yang diterima sebagai konsekwensi 
dari penghargaan atas prestasi atau pengorbanan yang dilakukan terhadap 
organisasi tempat kerjanya. 
 
2. Definisi Operasional 
Beberapa variabel yang dapat digunakan untuk menjelaskan mengenai 
efektivitas organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset  
Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat dengan menggunakan beberapa variabel. 
Adapun variabel-variabel tersebut diatas meliputi : 
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a. Variabel  efektivitas organisasi dalam penelitian ini adalah melalui indikator 
sebagai berikut :  
1) Produktivitas diamati melalui hasil pelaksanaan tugas yang dibebankan 
terhadap organisasi dan dapat diukur dari : 
2) Kontribusi pajak daerah yang dipungut langsung oleh Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset  Kabupaten Bangka Barat 
3) Target realisasi dan pertumbuhan PAD dalam 5 tahun terakhir 
b. Variabel berikutnya dapat dilihat melalui : 
1) Struktur organisasi yang dapat diukur dengan menggunakan beberapa 
indikator sebagai berikut: 
- Penempatan individu sesuai jabatan dengan pendidikannya 
- Pemanfaatan teknologi yang dipergunakan 
2) Kerjasama dengan instansi lain yang dapat diukur melalui beberapa 
indikator antara lain: 
- Kerjasama rutin dengan instansi teknis lainnya 
- Sifat hubungan antar bagian dari unit teknis lainnya 
3) Kemampuan administratif pegawai dapat dilihat dan diukur dengan 
indikator yang meliputi: 
- Keadaan pegawai menurut jenjang pendidikan formal pegawai 
- Keadaan pegawai menurut jenjang pendidikan karier 
4) Perencanaan program kerja dapat dilihat dan diukur dengan indikator yang 
meliputi: 
- Adanya program kerja masing-masing bagian 
- Adanya pertemuan rutin untuk membahas pelaksanaan tugas. 
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5) Kepuasan kerja yang diamati melalui: 
- Lamanya menyelesaikan pekerjaan yang diberikan pada pegawai 
- Sistem pembagian insentif pegawai dan dasar hukum pemberian insentif 
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A. Desain Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang mana metode ini merupakan tipe 
penelitian yang bukan bermaksud untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya 
menggambarkan apa adanya mengenai suatu variabel, gejala, keadaan atau 
fenomena sosial tertentu. 
Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan 
untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap obyek penelitian 
pada suatu saat tertentu. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan 
informasi mengenai status suatu variabel atau tema, gejala atau keadaan yang ada, 
yaitu keadaan gejala (fenomena) menurut apa adanya pada saat penelitian 
dilakukan (Widodo & Mukhtar, 2000: 15). 
Data kuantitatif yang berasal dari data sekunder digunakan untuk 
mendukung analisis penelitian secara keseluruhan sebagai pembuktian bagi 
simpulan fenomena antara variabel bebas dan variabel tergantungnya, yang 
dalam hal ini merupakan analisis efektivitas organisasi Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset  Kabupaten Bangka Barat dan faktor-faktor yang 
mempegaruhi efektivitas organisasi dalam mengemban tugas pemungutan pajak 
dan retribusi daerah. 
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B. Waktu dan Lokasi Penelitian  
Penelitian ini dilaksanakan  selama 3 bulan, yaitu antara Mei sampai 
dengan Agustus 2010.  Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah kerja Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset  Kabupaten Bangka Barat. Selain itu 
penelitian juga dilakukan pada para wajib pajak khususnya wajib pajak daerah dan 
retribusi daerah di Kabupaten Bangka Barat. 
 
C. Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan 
sekunder. Data primer diperoleh dengan menggunakan metode observasi dan 
wawancara. Metode observasi yang dimaksudkan adalah metode pengumpulan 
data dengan menggunakan pengamatan secara langsung pada obyek penelitian 
yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Sedangkan yang dimaksud dengan 
wawancara adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada para 
pejabat yang terkait dengan pendapatan/ penerimaan daerah, terutama anggota 
organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset  Kabupaten Bangka 
Barat yang meliputi Kepala Dinas Pendapatan, Sekretaris, Kepala bidang, Kepala 
Seksi, Kasubbag, dan beberapa orang staf. 
 Untuk data sekunder diperoleh melalui penelusuran dokumen-dokumen 
yang berkaitan dengan pendapatan daerah dan dari berbagai penerbitan, termasuk 
laporan tahunan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah 
Kabupaten Bangka Barat. 
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D. Teknik  Pengumpulan Data 
Prosedur yang digunakan dalam mengumpulkan data antara lain     
dengan cara : 
1. Wawancara 
Dengan melihat kondisi obyek yang diteliti, maka wawancara mendalam akan 
dilakukan kepada kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset , 
para kepala seksi dan para kepala sub seksi, pegawai dan petugas pemungut, 
beberapa warga wajib kena pajak dan retribusi daerah Kabupaten Bangka 
Barat. 
2. Observasi 
Berdasarkan pada tujuan penelitian, maka peneliti mencoba untuk turun 
langsung ke lapangan untuk mengidentifikasi situasi dan kondisi obyek 
penelitian, yaitu khususnya mengenai efektivitas organisasi dan faktor-faktor 
yang memperngaruhi efektivitas organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset  Kabupaten Bangka Barat. 
3. Dokumentasi 
Dokumentasi sebagai laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri 
dari penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa-peristiwa itu dan ditulis 
dengan sengaja untuk menyimpan atau menemukan keterangan mengenai 
peristiwa tersebut. 
 Wawancara dilakukan  terhadap  nara sumber yang terdiri dari Kepala 
Dinas, Kepalahadap Bidang, dan para Kepala Seksi.  Selain itu, pengamatan dan 
studi dokumentasi  juga dilakukan di lingkungan kantor Dinas PPKA Bangka 
Barat, BPS Daerah, UPT Dinas Pasar, Bappeda Kabupaten Bangka Barat dan 
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Bagian Penanaman Modal Sekretatiat Daerah dari berbagai sumber seperti  
laporan hasil pemungutan pajak dan retribusi di Kabupaten Bangka Barat tahun 
2005-2009, daftar jumlah wajib pajak dan retribusi serta dokumen jumlah sumber 
daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset . 
 
E. Metode Analisis Data 
Peneliti menggunakan triangulasi sebagai teknik untuk mengecek 
keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik 
pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam 
membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moloeng, 2004:330). 
Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda (Nasution, 
2003:115) yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Triangulasi ini selain 
digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya 
data. Menurut Nasution, selain itu triangulasi juga dapat berguna untuk 
menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat 
reflektif. 
Sebagaimana dikemukakan Singarimbun (1991:4-5), analisis deskriptif 
kualitatif yaitu suatu pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu, 
peneliti mengembangkan konsep, dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan 
pengujian hipotesis. Dalam hubungannya dengan penelitian ini analisis deskriptif 
ditujukan memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian yaitu mengenai 
efektivitas organisasi yang terdiri dari beberapa tahap yaitu: 
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- Pertama-tama mengumpulkan data-data khususnya mengenai fenomena yang 
terjadi terkait dengan masalah PAD 
- Mengelompokkan data dari informasi yang diperoleh yang merupakan 
gambaran terhadap operasionalisasi dari variabel yang teridentifikasi 
sebagaimana dikemukakan dalam penelitian ini. 
- Penyajian hasil analisis data yang telah diperoleh melalui wawancara 
observasi maupun data sekunder dan menghubungkan antara variabel bebas 
dan variabel terikat melalui indikator-indikator yang ada 
- Menarik kesimpulan terhadap rangkaian analisis data dan informasi yang telah 
disajikan sehingga dapat diketahui bagaimana efektivitas organisasi Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset  Kabupaten Bangka Barat. 
 
F. Instrumen Penelitian 
Dalam penelitian mengenai Efektivitas Organisasi Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset  Kabupaten Bangka Barat, maka sebagai 
instrumen dalam penelitian ini adalah organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset  Kabupaten Bangka Barat yang mengkaji tingkat efektivitas 
organisasi sebagai variabel terikat (dependent variable) dan variabel bebas 
(independent variables) yang merupaskan aspek dari efektevitas  antara lain 
variabel struktur organisasi, kerjasama dengan instansi lain, kemampuan 
administratif pegawai, perencanaan program kerja, dan kepuasan kerja. 
Instrumen dalam penelitian ini yaitu pedoman wawancara, data-data dan 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SIMPULAN DAN SARAN 
 
A.  Simpulan 
Pada bagian atau bab penutup ini akan disajikan kesimpulan dari 
keseluruhan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, yang 
disinkronkan dengan tujuan penelitian ini untuk memperoleh gambaran yang jelas 
dan tuntas mengenai tingkat efektivitas organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset  Kabupaten Bangka Barat untuk melakukan pengumpulan 
pajak dan retribusi daerah pada era otonomi daerah ini, dan kemudian mengetahui 
lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pencapaian efektivitas 
organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset  yang terjadi di 
Kabupaten Bangka Barat.  
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah  dikemukakan 
pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Efektivitas organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset  
pada elemen produktivitas menunjukkan tingkat perkembangan yang belum 
optimal karena kontribusi PAD terhadap APBD hanya mencapai 5,26 %, 
walaupun dari waktu pengamatan penelitian tahun 2005 sampai tahun 2009 
ada peningkatan kontribusi pemasukkan pajak dan retribusi daerah, namun 
hal itu disebabkan oleh rendahnya target pajak dari potensi pajak yang ada, 
sehingga hal ini menunjukkan bahwa target penerimaan pajak dengan 
realisasinya pada tahun anggaran yang sedang berjalan tidak ada kesenjangan. 
Sedangkan elemen kepuasan kerja menunjukkan bahwa kepuasan kerja tidak 
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optimal yang disebabkan oleh minimnya insentif yang diterima para pegawai 
dan staf di kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset  dan 
terindikasi pula pada lamanya penyelesaian pekerjaan yang membutuhkan 
waktu dua atau tiga hari dalam pelayanan kepada para wajib pajak daerah di 
Kabupaten Bangka Barat. 
2. Pada analisis yang dilakukan terhadap faktor struktur organisasi yang 
mempengaruhi tingkat efektivitas organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset , temuan di lapangan menunjukkan bahwa penempatan 
individu tidak optimal dengan latar belakang pendidikan yang dimilikinya. 
Demikian pula pemanfaatan teknologi yang dipergunakan tidak optimal, 
dalam hal pengoperasian komputer bagi peningkatan pelayanan kepada para 
wajib pajak daerah, terutama pada tiap tahapan yang ada, baik pada proses 
pendaftaran wajib pajak dan tagihan pajak daerahnya, proses penetapan pajak, 
proses pembukuan, maupun proses penagihan pajaknya. Faktor lain yang 
mempengaruhi tingkat efektivitas organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset  Kabupaten Bangka Barat yaitu faktor kerjasama dengan 
instansi lain yang belum optimal menunjukkan bahwa kerjasama rutin dengan 
instansi teknis lainnya seperti Bappeda, BPS, dan Setda berjalan secara rutin, 
namun kerjasama ini belum memberikan kontribusi yang optimal bagi 
peningkatan efektivitas organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset dalam hal pemungutan pajak daerah di wilayah Kabupaten Bangka 
Barat. Sementara pada lingkungan internal organisasi yaitu pada tingkat unit 
teknis Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset  belum berjalan 
optimal yang terindikasi pada lamanya pelaporan hasil pemungutan pajak, 
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dan proses pelayanan pajak yang membutuhkan dua atau tiga hari kerja sejak 
dimasukkannya SPT dari para wajib pajak daerah. Faktor kemampuan 
administratif pegawai sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat 
efektivitas organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset  
menunjukkan bahwa jenjang pendidikan formal pegawai belum sepenuhnya 
memenuhi syarat karena masih didominasi oleh lulusan SLTA (SMU) yang 
mencapai 50 % dari total pegawai yang ada yang tentunya sukar untuk 
beradaptasi dengan perkembangan jaman yang membutuhkan pelayanan yang 
cepat dengan kandungan teknologi komputer yang terintegrasi, sementara 
jenjang pendidikan karier belum optimal yang disebabkan oleh minimnya 
dukungan dana bagi pendidikan fungsional untuk peningkatan kinerja para 
pegawai dan staf yang berada di lingkungan kantor Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset  Kabupaten  Bangka Barat. Faktor 
perencanaan program kerja menunjukkan bahwa kantor Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset  Kabupaten Bangka Barat memiliki 
perencanaan program kerja yang rutin yang terindikasi dari adanya program 
kerja yang dimiliki oleh organisasi, namun program kerja ini diimplementasi 
secara tidak optimal yang terindikasi dari belum adanya dukungan 
komputerisasi dalam semua tahapan kerja, dan kinerja pelayanan yang 
lambat. Pada unit-unit yang ada di lingkungan internal organisasi program 
kerja yang ada  tercermin dari adanya pertemuan rutin, baik mingguan 
maupun bulanan yang dilakukan di kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset  untuk mendiskusikan hambatan dan jalan keluar bagi 
percepatan pelayanan pajak daerah kepada para wajib pajaknya, namun hasil 
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dari pertemuan tersebut belum terimplementasi secara optimal untuk 
meningkatkan efektivitas organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan kerja dari 
pegawai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset  Kabupaten 
Bangka Barat belum optimal, yang disebabkan oleh kurangnya insentif yang 
diterima pegawai sebagai konsekwensi dari penghargaan pihak manajemen 
kepada para pegawai. Kepuasan kerja ini juga terindikasi dari lamanya 
pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh pegawai yang diakibatkan oleh rasa 
kurang puas terhadap kurangnya penghargaan yang diberikan kepada pegawai 
di kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset  Kabupaten 
Bangka Barat. 
 
B.  Saran 
Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka dapat disarankan 
pada kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset  Kabupaten 
Bangka Barat sebagai berikut: 
1. Untuk meningkatkan efektivitas organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset , maka dilakukan upaya peningkatan PAD melalui 
intensifikasi pajak dan retribusi daerah dengan program atau kegiatan 
pembentukan tim intensifikasi PAD, melakukan kerjasama dengan dinas-dinas 
terkait untuk melakukan pendataan kembali potensi-potensi pendapatan dan 
secara konsisiten melaksanakan Perda (Peraturan Daerah) yang berkaitan 
dengan pemungutan pajak dan retribusi daerah, kemudian melakukan program 
jemput bola untuk jenis PAD yang potensial agar pemasukan kas daerah dapat 
40688













dilaksanakan secara maksismal. Program ekstensifikasi pajak dan retribusi 
daerah dapat dilakukan melalui kegiatan pendataan dan pemungutan pajak dan 
retribusi secara sistematis berbagai potensi daerah seperti pada sektor 
pariwisata, melakukan peninjauan Perda-perda yang sudah ada terutama yang 
berkaitan dengan upaya pemungutan pajak daerah dan retribusi, untuk dirubah 
sesuai dengan perkembangan yang terjadi, dan kemungkinan segera dibuat 
kebijakan untuk memiliki BUMD yang merupakan salah satu unsur dalam 
penerimaan daerah untuk menunjang pendapatan yang diperoleh melalui PAD 
yang ada. Untuk meningkatkan efektivitas organisasi, maka perlu penataan 
secara sistematis struktur organisasi yang ada dan mengoptimalkan pemakaian 
komputer dalam keseluruhan proses atau tahapan pelayanan pajak daerah dan 
retribusinya, terutama mempercepat proses pelayanan pajak yang ada. 
2. Perlu ditingkatkan kerjasama dengan instansi teknis terkait dalam bentuk 
pertemuan rutin terutama untuk membicarakan program baru yang terkait 
dengan sosialisasi Perda (Peraturan Daerah) untuk melakukan pemungutan 
pajak dan retribusi daerah, dan terutama pemantauan terhadap implementasi 
dari keseluruhan program kerja yang telah dicanangkan itu. Untuk 
meningkatkan efektivitas organisasi secara optimal, maka dibutuhkan 
dukungan dan alokasi dana untuk memperbaiki kualitas dan kompetensi 
pegawai dan staf Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset  untuk 
melakukan pendidikan penjenjangan fungsional secara sistematis dan 
berkelanjutan, dan untuk jangka panjang perlu dilakukan pola rekrutmen yang 
memperhatikan tingkat pendidikan dari pegawai yang minimal berpendidikan 
D3 atau S1 dengan latar belakang perpajakan. Perencanaan program kerja 
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perlu ditingkatkan pada aras impelementasi, agar program kerja tersebut 
mampu memberikan kontribusi yang positif dan signifikan bagi peningkatan 
efektivitas organisasi di lingkungan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset  Kabupaten Bangka Barat secara keseluruhan. Program kerja yang 
dibuat sebaiknya memperhatikan sumberdaya yang dimiliki serta 
memperhitungkan kendala dan hambatan pada tingkat implementasi program 
kerja. Dalam rangka meningkatkan kepuasan kerja para pegawai yang ada di 
kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset  Kabupaten Bangka 
Barat, maka perlu diperbaiki sistem insentif kepada pegawai yang berprestasi, 
sehingga akan tercipta gairah kerja yang berdampak pada kinerja individu 
untuk menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya. 
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ANALISA EFEKTIVITAS ORGANISASI 
PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  






1. Struktur Organisasi 
1. Apakah struktur organisasi telah menggambarkan sifat hubungan 
kerja dari masing-masing unit atau bagian dari organisasi ? 
2. Apakah struktur yang ada cocok dalam pencapaian tujuan ? 
3. Apakah struktur organisasi yang ada mendukung pada meningkatnya 
motivasi dalam pelaksanaan pekerjaan ? 
4. Apakah struktur yang ada telah menggambarkan batas wewenang 
pembagian tugas, tanggung jawab masing-masing unit organisasi 
secara jelas ? 
5. Masalah apa saja yang dihadapi dalam menjalankan efektivitas 
organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset ?   
2. Kerjasama dengan instansi lain 
1. Apakah dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 
melibatkan instansi mana saja ? 
2. Apakah bentuk dari kerjasama tersebut ? 
3. Apakah kerjasama tersebut menyangkut hal Administrasi ataukah 
penetapan kebijakan PAD? 
4. Apakah ada kerjasama masing-masing unit kerja dengan unit kerja 
instansi lain ? 
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3. Kemampuan Administratif Pegawai 
1. Bagaimana keadaan pegawai di Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset  ini baik secara kualitas maupun kuantitas ? 
2. Apakah penempatan pegawai sesuai dengan disiplin ilmu yang 
dimilikinya ? 
3. Bagaimana  pemanfaatan sumber daya manusia yang tersedia dalam 
organisasi ini ? 
4. Apakah program pengembangan pegawai seperti diklat penjenjangan, 
manajemen atau teknis, dilakukan secara lancar dan sesuai dengan 
kebutuhan organisasi ? 
5. Jika dalam pelaksanaan pengembangan terdapat hambatan, maka 
faktor-faktor apa saja yang menyebabkannya ? 
4.  Perencanaan Program Kerja 
1. Bagaimana perencanaan program kerja dilakukan dalam rangka 
pemenuhan tuntutan organisasi ? 
2. Apakah dalam perencanaan tersebut melibatkan unsur bawahan ? 
3. Bagaimana proses perencanaan program kerja disusun ? 
4. Apakah perencanaan program kerja disusun dengan melihat situasi 




















1. Apakah ada kontribusi dari Pajak dan retribusi Daerah yang dipungut 
oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Bangka Barat? Jelaskan ! 
2. Apakah penggalian sumber Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan 
uraian tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Kabupaten Bangka Barat? 
3. Bagaimana target dan realisasi serta pertumbuhan PAD dalam 5 
tahun terakhir ? 
4. Siapa saja yang terkait dalam pengelolaan PAD ? 
5. Bagaimana sumber dana bagi pelaksanaan kepada publik ? 
 
6. Kepuasan Kerja 
1. Bagaimana penyelesaian tugas pekerjaan dilakukan sesuai dengan 
waktu yang ditentukan ? 
2. Apakah pemberian imbalan berupa gaji/yang dirasakan sudah 
memuaskan ? jelaskan! 
3. Bagaimana terhadap pegawai yang berprestasi apakah ada 
penghargaan diberikan ? 
4. Bagaimana pelaksanaan kebijakan oleh pimpinan dalam memberikan 
perhatian terhadap kesulitan yang dihadapi pegawai ? 
5. Apakah ada pemberian insentif tambahan kepada pegawai untuk 
kepentingan organisasi yang bersifat ekstra ?  
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